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TENTANG

PEMBERL― N PEMBATASAN― lATAN MASY― T LEVEL 3
CORONA lZRyS prSmsE 2019 DI WLAYAH KABUPATEN SITUBONDO

Menindakl劉崎utilnSttuksi Menteri Dalarn NegeH Nomor 42 Tahun 2021
Tentang Perrlberlakuan Pernbatasan Kegiatarl Masyarakat(PPKM)Leve1 4,
Leve1 3, dan Leve1 2 COrona yi″ s Diseαse 2019 di wilayah Jawa dan Bali,
sesuai dengan krite壺 a level situasi pandenli berdasarkan  assesmen,
Khbupaten Situbondo rnenlpakan Kabupaten dengan k五 te五a Leve1 3(tig→
yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM)
Leve1 3 Cο ro7tα И動

`sDお
ease(COVID-19}darl untuk nlelengkapi pelaksarlaan

lnstruksi Mcntc五 D」凛 Ncgcri mcngcntt Pcmbcrl曇 lutt Pcttbaね sa■ Kegia色雌

Masyarakat(PPKM)Leve1 3 sena lnengoptimalkan Posko Penanganarl COⅥ D―

19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Pen_vebaran COVID-19,
perlu menerapkan Pemberlakuarl Pembatasarl ttgiatan Masyarakat Levc1 3
COr07ta y.i71tS Dお e″ミθ (COVID-19)di宙 layah Kabupaten Situbondo,dengan
ketentuan sebagai be五 kut:
1.PPKM di wilayah Kabupaten Situbondo, dilakukan dengan menerapkan
kegiatan sebagal be五 kut:
a. pelaksanaan pembelaJaran di Satuan pendidikan dapat dil裏 kukan
melalui pembelttaran tatap muka terbatas dan/atau pembelttaranjarak
jauh berdasarkarl Keputusan Bersama Mente五  Pendidikan dan
Kcbudttaan, MCntcri Agana, Mcntcri Kcscha核 通■ dai■ Mcntt・Fi Ddm
Nege五  Norrlor 03/KB/2021, Norrlor 384 TAHUN 2021, Norrlor
HK.01.08/MENKES/4242/2021,NoFr10r 440-717 TAHUN 2021 tentang

Jalan PB. Sudirman Nomor 1, Situbondo, Provinsi Jawa Timur
Tetepon (0338) 67116 Email : info@pemdasitubondo.go.id
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Panduan Penyelenggaraan PembelaJaran di Masa Panderrli Cο rottαυj7uS

Dおθαse  2019  (COVid-19) dan  bagi  satuan  pendidikan  yang
melaksanakan pembclaJaran tatap muka tcrbatas dilaksanakan dcngan
kapasitas lnaksilna1 50% (lima puluh persen),kecuali untuk:

⇒ SD盤 ,MILB,SMPLB dan SMLB,MALB maksim」 62%{cntt puluh
dua persen)Sampai dengan 100% (seratus persen)dcngan mettaga
jarak minima1 1,5m(satu kOma lima meter)dan maksima1 5(lima)
peserta didik per kelas;dan

2)PAUD Inaksima1 33%(tiga puluh tiga persen)dengan lnettaga jarak
minimal l,5m(satu kOma lima meヒ⇒dan maksima1 5(lim→ peserta
didik pcr kclas.
pelaksanaan kcgiatan pada scktor:

NO. SEKTOR KETENTUAN
1 2 3
１
■ Non Esensial diberlakukan 100% {seratus

persen) Work From Home (WFm.
2) Esensial, meliputi :

a. keuangan dan perbankan
hanya meliputi asuransi,
bank, pegadaian, bursa
berjangka, dana pensiun,
dan lembaga pembiayaan
{r-attg berorientasi pada
pelayanan fisik dengan
pelanggan (customer),
termasuk lembaga penunjang
perbankan (notaris)

dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 5O% (lima
puluh persen) staf untuk lokasi
yang berkaitan dengan
pelayanan kepada masyarakat,
serta 25o/c (dua puluh lima
persen) untuk pelayanan
administrasi perkantoran guna
rnendukung operasional.

b. pasar modal (yang
berorientasi pacia peiayanan
dengan pelanggan (customer)
dan berjalannya operasional
pasar modal secara baik);

c. teknologi informasi dan
komunikasi meliputi operator
selu1er, data center, internet,
pos, media terkait dengan
penyebaran informasi kepada
masyarakat;

d. perhotelan non penanganan
karantina.

dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimai 50% (lima
puluh persen) staf WFO dengan
protokol kesehatan secara
ketat.

e.industri orientasi eskpor dan
penuttangnya dirnana pihak
perusahaan         harus
menuttukkan bukti contoh
dokumcn    Pembc五 tahuan
Ekspor Barang(PEB)selama
12(dua belas)bulan terakhir
atau  dokumcn  lそ退n yang
menuttukkan     rcncana
ekspor dan wttib memiliki
lzin    Operasional    dan
Mobilitas Kegiatan lndustri

(IOMKI).

dapat beroperasi 1 (satu) shift
dengan kapasitas maksimal
5oo/o (iima puluh persen) staf
hanya di fasilitas
produksi/pabrik, serta lOVo
(sepuluh persen) untuk
pelayanan adminsitrasi
perkantoran guna mendukung
operasional, dengan
menerapkan Protokol
Kesehatan menggunakan
apiikasi Peduli Lindungi,
pengaturan masuk dan pulang,
serta makan karyawan tidak
bersamaan.
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1 2 3

3) Esensial pada sektor
pemerintahan.

diatur lebih lanjut berdasarkan
pengaturan yang ditentukan
oleh Kementerian
Pendayaguiiaan Aparatur
Negara.

4) K^r'itikal, meliputi :

a. kesehatan;
b. keamanan dan ketertiban

mas1r213}1r1.

dapat beroperasi 10O% (seratus
persen) staf tanpa ada
pengecualian.

1.

penanganan bencana;
energl;

logistik,  transportasi,  dan
dist●busi tertltama untuk
kebutuhan         pokok
masyarakat;
makanan  dan  nllnuman
serta       penuttantta,
te■ .■.asuk  untuk  hewan
tel■■ak/pelihnraan;
plJpuk dan petrokiinia;

semen dan bahan bangunan;
0可ek宙 tal nasional;
proyek stratcgis nasional;

konstruksi   (infraStr■ lktur
publikl;

serta utilitas dasar (liStrik,
air,    dan    pengelolaan
sttpah)。
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dapat beroperasi LOOo/o

(seratus persen) maksimal
staf, hanya pada fasiiitas
produksi/ konstruksi/
pelalranan kepada
masyarakat dan untuk
pelayanan
perkantoran

waib
rekomendasl

administrasi
guna

mendapatkan
dari

mendukung operasional,
diberlakukan maksirnal 25o/o
(dua puluh lima persen)
persen maksimal staf WFO.
perrrsahaan yang termasuk
dalam sektor pada huruf c

kementerian teknis pembina
sektornya sebelum dapat
memPrgss[sh akses untuk
menggunakan
Peduli Lindungi;

aplikasi

perrsairaan yang termasuk
dalam sektor pada huruf d,
e, t g, h, k, dan I wajib
untuk menggunakan
aplikasi Peduli Lindungi
mulai tanggal 7 September
2O2L guna melakukan
skrining terhadap semua
pega'rai dan pengunjung
yang masuk kepada fasilitas
produksi/konstruksi/
peiayanan dan wiiayah
administrasi perkantoran.

5) Su-permarket, hypermarket,
pasar tradisional, toko kelontong
dan pasar swalayan yafiA
menjrial kebutr-rhan sehari-ha:i.

― dibatasi  jam  operasional
sampai puku1 21.00 WIB,
dengan          kapasitas
pen騨珂ung 50%(lima puluh
persen);
― untuk  supe.1..arket  dan
島′permttkt      waib
menggunakan      aplikasi
Peduh  Lindungi  mulai
tangttal 14 SeptembeF 2021.
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C.

1 2 3

6〕 Apotik dan toko obat. dapat buka selama 24 iam.
7) Pasar ralqrat yang menjuai

barang non kebutuhan sehari-
1^^-:rtal l.

dapat beroperasi dengan
kapasitas maksimal 5Oo/o (lima
puluh persen) dan jam operasi
sampai pukul 17.OO WIB.

8) Pedagang kaki lima, toko
kelontong, agenf autlet uoucher,
barberslnp/pangkas rambut,
laundry, pedagang asongan,
bengkel kecii, cucian
kendaraan, dan lain-lain yang
seienis.

diizinkan buka dengan protokol
Kesehatan ketat sampai dengan
pukul 21.OO WIB.

pelaksanaan kegiatan inakan/nlinunl ditempat umum:
1) Waコung makan/Ⅵアarteg, pedagang kaki lima, lapak 」(電anan dan
sacnisnya diizinkan buka dengan protokol keschatan yang ketat
sampai dengarl puku1 21.00 WIB.dengarl maksimal penguttung
mak観 50% (lima puluh persen)daH kapasitas dan waktu lmakan
maksima1 60(enam puluh)menit・
2) restOran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam
gedung/tokO tCrtuttp baik yang berada pada lokasi tersendi五 hanya
mene五ma deι jυθ″/tαたCα″αy darl tidak menerima makarl ditempat

(dれθ―j];

3) restOran/rumah makan, kafe dengan area pelayanan di rtlang
terbuka d五zinkan buka dengan protokol keschatan yang ketat
sampai dcngan puku1 21.00 WIBo dengan kapasitas maksiina1 50%

(lima puluh persen),satu mtta maksimal dua orang,dan waktu
makan maksima1 60(enam puluh)menit Serta wttib menggunakan
aplikasi Peduli Lindungi untuk lnelakukan skrining terhadap semua
pengunJung dan pegawai;
kegiatan pada pusat perbelan」 aan/ma11/pusat perdagarlgan dibuka
dcngan ketcntuan:
1) kapasitas lnaksiina1 50% (lima puluh persen)dan jarn operasional
buka sarnpai den_gan puku1 21.00 WIB. dengan memperhatikan
ketentuan dalarn b.5 dan c.2 dan dengan proわ kol kesehatan yang
diatur olch Kementerian Pcrdagangan;
2)waib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindung untuk
melakukan sk五ning terhadap semua penguttung dan pegawai pusat
perbelanJaan/■lal1/puSat perdagangan terkait

3)restOran/ru.rlah   makan,   kafc   di   dala】 m   pusat
perbelanJaan/mal1/puSat perdagangan dapat menerima makan di
tempat(dine in)dengan kapasitas maksima1 50%(lima puluh
pcrscn), satu mtta maksiFnal dua orang, dan waktu makan
maksima1 60(enam puluh)menit
4) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas)tahun dilarang
memasuki pusat perbelattaan/mal1/pusat perdagangan;dan
5)tempat bemain arlak― arlak, dan tempat hiburan dalarn pusat
perbelattaan/mal1/puSat perdagangan ditutup;
pelaksanaan kegiatan konstrllksi untuk infrastrtlktur publik (tempat
konstrtlksi dan lokasi proyck)berOperasi 1000/0(seratus persen)dan
konstruksi skala kecil d五zinkan maksilna1 30(tiga puluh)orang dCngan
menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
terrlpat ibadah(Mattid,Musholla,Gerda,Pura,Vihara,dan Kienteng
serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tcmpat ibadah), dapat
mengadakan kcgiatan peribadatan/keagamaan bcttarnaah selama masa

d.

C.

ｒ
ｌ
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penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 5O% (lima puluh
persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan
protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan ketentuan
teknis dari Kementerian Agama;
fasilitas umum (area putrlik, taman umum, tempat wisata umum dan
area publik lainnya) ditutup sementara;
akan dilakukan uji coba protokol kesehatan untuk tempat wisata dengan
ketentuan sebagai 'oerikut :

a) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;

b) u,ajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan
skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;

c) anak <12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat
wisata yang dilakukan uji coba ini;

d) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan
oleh Kementerian Parivgisata dan Ekonomi Kreatif;

kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni,
budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan
keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk :

1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka loutdool batk
secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak
melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin
memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat
dilaksalakal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Kegiatan
olahraga pada ruangan tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan
secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;

2) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah
orang 507o (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal;

3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga,
kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti
renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker,
masker hanya diiepas ketika peiaksanaan aktivitas olahraga;

4) pengecekan suhu dilakukal kepada setiap orang yang masuk ke
dalam fasilitas olahraga;

5) restoran/ rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga
diizinkan menerima makan di tempat ldine inl dengan kapasitas
maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan waktu makan maksimal
6O (enam puluh) menit;

6) fasilitas penunjang seperti loker, VIP Room dan tempat mandi tidak
diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;

7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum
maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap
menjaga jarak;

8) skrining untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib
menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan

9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokoi
kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara.

transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi
(konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan
dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen)

dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih keia.t;
pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 2O

(dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makal ditempat dengan
menerapkan protokoi kesehatan secara lebih ketat;

I.

J.

k
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1. pelaku pettalanan dOmestlk yang menggunakan mobil pribadi, sepeda
motor dan transportasi umum jarak jauh(peSawat udara,bis,kapal laut
dan kcrcta api)harus:
1)menuttukkan kartu v」 くsin(minimal vaksinasi dosis pertamal;
2)menunJukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Anigen (H-1)
untuk moda transportasi rnobil pribadi,sepeda mOtOr,bis,kereta api
dan kapallaut;
3)ketentuan scbagaimana dimaksud pada angka l)dan angka 2)hanya
berlaku untuk kdatangan dari luar」 awa Bali atau keberangkaねn
dan」awa dan Bali ke luar Jawa dan Bali,serta tidak berlaku untuk
tramsportasi d」 am wiγah a」omCrasi.
4)Untuk pettalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten
di dalam Jawa Bali dapat menuniukkan hasil negadf Antigen(H-1)
dcngan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil
ncgadf PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis l;dan
5)ununk SOpir kcndaraan logistlk dan transportasi barang lalnnya
dikecualikan dari ketcntuan incnliliki kttu vaksin.

m.teねp memakal masker dengan benar dan kOnsisten saat melaksanakan
kcgiatan diluar rum」 h serta dd`量 diizinkan pen摂興naan j危

“
Sんο″

tanpa rnenggunakan masker;
n. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW,Desa/Kelurahan dan Kecalnatan
tctap dibcrlakukan dcngan mcngakdfkan Posko― Posko di sctiap
tingkatan dengan melihat k五 te五a zonasi pengendalian wilayah.

2 Akan dilaksanakan pcngawasan atas irnplcmcntasi uii COba protokol
kcsehatan pada perusahaan― pel‐usahaan yang melnilik■  oricntasi ckspor
dan domesik untuk bcropcrasi dengan kapasitas 1000/0(seratus persen)
staf yang dib径J minimal dalam 2(dua)Sh′ dengan ketentuan perusahaan
yang akan  mengikuti u」i coba ini ditentukan  olch  Kemcnterian
PcHndus五 an dan menglkuti acuan protokol kesehatan yang di tentukan
oleh Kemente五an Perindustrian dan Kerncnterian Kbschatan.
3. Mclarang setiap bentuk aktivitas/kcglatan yang dapat mcnilnbulkan
kerumunan.
4 Dalam pclaksanaan PPKM di wilayah Kabupatcn Situbondo, Bupati
berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI,PolH dan Kttaksaaan.
5 Melaksanakan pengctatan aktivitas dan edukasi dengan p五 nsip seba頭
bcnkut:
a COヽ■D-19 paling mcnular pada kondisi termmp,pcrtemuan pertemuan
pan」 ang(lebih dari 15 meniり ,interaksijarak dekat,keramalan,aktivitas
dengan bernapas kuat misalnya bettanyi, bcrbicara dan tcrta■ 7a dan

tidak lnemaka maskcr scpcrti pada saat makan bersallna;
b. penggunaan masker dengan benar dan kOnsisten adalah prOlokol
keschatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
c mencuci ねngan dengan sabun atau れαれd sα 71itttβ r secara berulang
tertltama setelah mcnycntuh benda yang disentuh orang l血   (Seperti
gagang phtu atau pegangan tanggal, lncnyentuh daerah waJah dengan
tangan perlu dihindari;
d.jcnis masker yang icbih baik, akan lebih melindtlngi(sebagtt contoh
maskcr bedah sekali pak」 lcbih baik dan lnasker lま通n,dan masker N95
1ebih bttk dan masker bedah).dengan pcnggunaan masker sebanyak 2
(dua)lapis mcrupakan pilihan yang balk.Maskcr scbaiknya perlu diganti
setclah digunakan(>4(lebih d韻 Cmpatljam);
c. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempemmbangkan
faktor ventilasi udara,dllrasi,dan jarak interaksi,untuk meminilnalisir
五siko penularan dalam beraktivitas;
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pertimbangan jarak dapat diterapkan,sebagai be五 kut:
1)beraktivitas dari rurnah saa,dan be五 nteraksi hanva dengan orang―
orarlg yarlg tinggal serumah;

2)jika harLIS meninggalkan rumah,maka hartls selalu mengupayakan
jarakコninima1 2(du→ meter ddam be五 nteraksi dengaQ orang lain.
Mengurangi/menghindari kontak dengan orang laln yang tidak
tinggal serumah;dan
3)mensOSidisasikan berbagai petuttuk viSu」 di tempat umum terkait
pencegahan dan penanganan COVID-19,
pertiinbangan durasi dapat diterapkan sebagai be五 kut:
1)jika htts be五nteraksi dengan orang lain atau menghadi五  sua樋
kegiatan,dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi
risiko penularan;darl
2)dalanl perkantoran dan situasi berkcgiatar.lalnnya,pettadwabビ l dan
rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasiinteraksi,
pertimbangan ventilasi dapat diteraDkan Sebagai be五kut:
1)berkegiatarl di luar ruangan men■ iliki 五siko penularan yang jauh
lebih rendah dibandingkan di dalarn ruangan;dan

2〕 ruangan hms selalu diupttakan untuk menliliki ventilasi udara
yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk
mengurangl risiko penularan.DalaFFl kOndisl plntu atau Jendela tidak
dapat dibuka,maka αj″ ρ覆Ⅲ戸θr dengan助 れ I班声Cた71Cy Pした ic寝 :αttP AiF

(HEPA)fllter dapat digunakan di dalaln ruangan,
dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas,maka intelvensi
yang lebih kctat dengan rlllcmbatasi mobilitas masyarakat secara
signiflkan perlu dilakukan;
Satgas Penanganan COVID-19 Kabupatcn Situbondo dan lnstansi terkait
melよuktt penguatan 3T {た sting, `燿鈍 , tttαιttθ屁o pcrlu tenls
diterapkan:
1)オθS″ng perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat pο sttj″:ty rα

`οmingguan, dengan ketentuan sebagai benkut
Positiυ jιυ rαte

n■lngguan
」unllah tes(per 1000
pcnduduk per minttu)

く5% 1

>50/0-<15% 5
>15%,一 <25% 〈υ

，
■

>25% 15

後禿■4g perlu terus ditingkatkan dengan tar`委 t pOSitiυ itν 7aた く10%
(Sepuluh perscn); たSだng periu terus ditingkatkan terhadap suspck,
yaitu mereka yang bergeJala dan juga kontak erat,target orang dites
per hai sebttyak 98 0rang.

tracing perlu dilakukan sampai FnenCapai lebih da五  15 kontak erat
per kasus konfl■■1lasi, Karantina perlu dilakukan pada yang
d五dentiikasi sebagai kontak crat. Setelah d五 dentittkasi kontak erat

harLIS Segera dipeHksa (θnt″―testl dan karantina perlu diialankan.
」ika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika
hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilttutkan karantina. Pada
ha五 ke-5 karantina,perlu dilakukan perneHksaan kernbali(aガ t―たS0
untuk melihat apakah 宙nls terdeteksi setelah/Selarna masa
inkubasi.」 ika negatit maka pasien dianggap sclcsai karantina;dan
t“eαι′ηθnt perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat
gqJa. Hanya pasien berge」 ala sedang, berat,dan kritis yang perlu
dirawat di l■ lmah sakit。 lsolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk
mencegah penularan.

h.

2)

3)
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k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi
sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan
laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan
untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat
kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari
infeksi COVID-19.

6. Seluruh OPD terkait pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan sosial dan
jaring pengaman sosial, agar :

1) mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman
sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan
tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan
sosia,l serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan
PPKM, maka :

a) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari
program/ kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan
sosial serta jaring pengaman sosial;

b) tata cara rasionalisasi cian/ atau realokasi kebutuhan tambahan
pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan
sosial/jaring pengamanan sosial dalam mendukung pelaksanaan
PPKM COVID-19, berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan
Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sarnpai dengan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O tentang Pengutamaan
Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

2) melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat
dengan bantuan sosial yang bersumber dai APBD.

7. Terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-
DD):
1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Situbondo

bersama instansi terkait, untuk melakukan percepatan evaluasi
APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai
APBDesa, pengesahan data KPM oieh pemerintah Daerah, perekaman
Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan; dan

2l Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan
menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan
peraturan perundang- undangan.

8. Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COMD-I9 yang
bersumber dari APBD :

a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-l9, Pemerintah
Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBD;

b. pengeluaran sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan dengan
pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);

c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan
penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan
penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan
alok"si anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia rnelalui
perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan
memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Hasii alokasi anggaran penjadwaian ulang capaian program dan
kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan

d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat
Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O.
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untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum
sebagaimana dimaksud dalam Angka t huruf b, huruf c, huruf d, huruf e
dan huruf j yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan
dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan
penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yarrg melakukan pelanggaran
dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan :

l) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal
2t8;

2) Undang-Undang
Menular;

3) Undang-Undang
Kesehatan; dan

4l Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2O2O tentang Penerapan Disiplin
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2Ol9 di
Kabupaten Situbondo; serta

5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
11. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2O2l

sampai dengan tanggal 2O September 2021.

Demikian untuk menjadikan

Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit

Nomor 6 Tahun 2OI8 tentang Kekarantinaan


